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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

1. Pengaturan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana 

narkoba, seharusnya diterapkan kepada Anggota TNI yaitu 

menggunakan Narkotika  pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2014 Tentang Hukum Disiplin Militer, Militer yang di jatuhi 

hukuman disiplin militer lebih dari 3 (tiga) kali dalam pangkat yang 

sama, dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang tidak patut 

dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas militer, diberhentikan 

tidak dengan hormat.  

Dalam fakta di lapangan, anggota TNI yang menggunakan Narkoba ini 

baru sekali menggunakan narkoba, sehinga seharusnya anggota TNI ini 

tidak seharusnya mendapatkan Pidana tambahan berupa dipecat dari 

dinas militer, Dalam memutus suatu putusan perkara hakim harus 

memutuskan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. 

2. Penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana 

narkotika. Penegakan hukum yang diberikan terhadap anggota TNI yang 

melakukan penyalahgunaan narkotika adalah dengan seadil-adilnya 

penegakan hukum, yaitu menjungjung tinggi aturan yang sudah ada dan 

juga memberikan hak terdakwa sebagai korban penyalahgunaan 

Narkotika dengan memberi hak berupa rehabilitasi sesuai dengan aturan 
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yang sudah berlaku, dengan apa yang terjadi di lapangan, terdakwa tidak 

mendapatkan rehabilitasi sebagai hak dia sebagai korban 

penyalahgunaan narkotika dan bukan pengedar apalagi seorang 

produsen narkotika. 

B. Saran  

1. Pengaturan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana 

narkoba adalah sebagai berikut, seharusnya TNI menjadi contoh bagi 

masyarakat dan mampu menjalankan tugas Negara dengan baik serta 

mengayomi masyarakat dan menjaga kedaulatan Negara agar menjadi 

panutan bagi masyarakat, serta peraturan yang mengatur mengenai 

narkoba dan anggota militer seharusnya memiliki kesinambungan, 

sehingga kemudian hari tidak akan ada lagi putusan atau aturan yang 

memberatkan terdakwa karena adanya aturan yang menurut saya tidak 

relevan. 

2. Penegakan hukum terhadap oknum TNI yang melakukan tindak pidana 

narkoba dikaitkan dengan hukum disiplin militer adalah sebagai berikut,  

penegakan hukum di Indonesia seharusnya dapat memberikan dampak 

positif pada keberlangsungan penegakan Hukum di Indonesia, 

seharusnya penegakan hukum pun ditegakan dalam aturan yang konkrit 

dan juga melihat hak-hak masyarakat yang juga sudah di atur dalam 

Peraturan Perundang-Undangan.  
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